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ABSTRAK :  - Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan serta menyederhanakan 
administrasi perpajakan, perlu mengatur mengenai penghitungan, pemungutan, 
penyetoran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa agen 
asuransi, jasa pialang asuransi, dan jasa pialang reasuransi, serta untuk melaksanakan 
ketentuan Pasal 16A ayat (2) dan Pasal 16G huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas 
Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang 
Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Agen Asuransi, Jasa Pialang Asuransi, 
dan Jasa Pialang Reasuransi. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 8 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No.51 TLN 
No.3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 42 Tahun 2009 (LN Tahun 
2009 No.150 TLN No.5069), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), 
Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 
(BN Tahun 2021 No.1031).  

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Pajak Pertambahan Nilai terutang atas penyerahan jasa agen asuransi oleh Agen 
Asuransi kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah, jasa pialang 
asuransi oleh perusahaan pialang asuransi kepada Perusahaan Asuransi dan/ atau 
Perusahaan Asuransi Syariah, jasa pialang reasuransi oleh perusahaan pialang 
reasuransi kepada perusahaan reasuransi dan/atau perusahaan reasuransi Syariah. 
Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dipungut dan disetor dengan besaran 10% 
(sepuluh persen) dari tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 7 
ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dikalikan dengan komisi atau 
imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan kepada Agen 
Asuransi atau 20% (dua puluh persen) dari tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana 
diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dikalikan 
dengan komisi atau imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima 
oleh perusahaan. Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena 
Pajak sehubungan dengan penyerahan jasa agen asuransi, jasa pialang asuransi, dan 
jasa pialang reasuransi tidak dapat dikreditkan oleh Agen Asuransi, perusahaan pialang 
asuransi, dan perusahaan pialang reasuransi. Dalam hal terjadi kesalahan pemungutan 
Pajak Pertambahan Nilai yang mengakibatkan Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut 
lebih besar dari pajak yang seharusnya dipungut, atas kelebihan pemungutan Pajak 
Pertambahan Nilai dapat diajukan permohonan pemindahbukuan atau pengembalian 
kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang oleh pemungut Pajak 
Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan di bidang perpajakan. 

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 30 Maret 2022 dan diundangkan pada 
tanggal 30 Maret 2022. 

  - Lampiran: halaman 15-17. 

 


